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ABSTRAK 

 

“Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Developer Dengan Konsumen 

Berdasarkan Akad Istishna’ Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

Oleh: Wahyudi Agus Kurniawan, NIM. 1911120008.  

Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M. Ag dan Pembimbing II : Badrun Taman, 

M.S.I 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana Sengketa 

akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen. (2) Bagaimana penyelesaian 

sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan 

menganalisi menyebabkan terjadinya sengketa antara developer dengan 

konsumen, dan Untuk mengetahui dan menganalisi Bagaimana penyelesaian 

sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Metode yang  digunakan adalah normative emperis dan jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil Penelitian bahwa: 

(1) Sengketa yang terjadi antara konsumen dan pengembang perumahan 

(developer) yaitu karena salah satu pihak yaitu developer telah melakukan 

wanprestasi. Wanprestasi tersebut dilakukan terhadap kewajiban yang telah 

diperjanjikan secara lisan oleh pihak developer dengan konsumen yaitu dengan 

berjanji memberikan tambahan fasilitas perumahan berupa gapura, masjid, 

lapangan, drainase dan jalan hotmix akan tetapi pembuatan sarana yang dijanjikan 

tidak bisa direalisasikan pihak developer sedang terkendala oleh masalah 

anggaran. (2) Di lihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah Upaya yang 

dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan 

melakukan salah satu proses penyelesaian sengketa Non-litigasi berupa negoisasi. 

Adapun hasil dari negoisasi tersebut pihak warga mengharapkan developer segera 

mengganti  rugi dan memperbaiki fasilitas dan sarana tersebut.  

 

 

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Developer, Akad Istishna‟, Hukum Ekonomi 

Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas 

atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan 

dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. 

Sebagaimana diungkap di muka, Islam memandang agama sebagai suatu 

jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika 

manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika 

manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta. 

Dalam bidang ekonomi, Islam memandang aktivitas ekonomi secara 

positif,. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka 

semakain baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. 

Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas 

ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. 

Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-

cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.1 

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari Muamalah dan harus 

didasarkan atas akidah yang benar sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi 

yang berakhlak atau bermoral. 2  Muamalah dalam Islam tidak hanya 

mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti 

                                                           
1
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta : 

PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14 
2
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , h. 16 



2 
 

 
 

transaksi pinjam  meminjam, sewa menyewa dan transaksi lainnya yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, 

sehingga Al-Qur‟an dan sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan 

persoalan muamalah dalam bentuk yang globa dan umum saja. Hal ini 

menunjukan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk 

melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka 

butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah 

hasil invoasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh 

Islam.3
  

Secara bahasa jual beli (bay‟) adalah suatu kegiatan dalam melakukan 

kegiatan tukar menukar barang sesuatu dengan sesuatu yang lain . Secara 

terminologi definisi jual beli yang dijelaskan oleh ulama fiqh memiliki 

substansi dan tujuan masing-masing yang luas akan tetapi penjelasannya 

sama, dimana mencantumkan mengenai tukar menukar barang dengan cara 

tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang 

dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan 

memindahkan hak milik berupa alat tukar yang sah. Jual beli menjadi halal 

ketika jual beli tersebut bersih tidak mengandung riba serta memenuhi syarat 

dan rukun jual beli.4 Sebagaimana yang terdapat QS Al-Baqarah 275 yang 

berbunyi; 

 

                                                           
3
 H. Nasrun Haroen, Ma, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h.vii 

4
 H. Nasrun Haroen, Ma, Fiqh Muamalah,. h.115 
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حَرَّمَ الرِّباَوَأَحَلَّ اللَّوُ الْبَ يْعَ وَ    

 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”(QS. Al-Baqarah 275) 

 

Terkait dengan jual beli yang dibenarkan dan menjadi kebiasaan sehari-

hari dalam masyarakat baik bentuk barang yang sudah jadi maupun barang 

yang masih membutuhkan proses terlebih dahulu. Maka untuk barang yang 

membutuhkan proses terlebih dahulu pihak pertama (orang yang memesan 

barang atau konsumen) meminta untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan 

keinginan pemesan, kemudian kepada pihak kedua (orang yang membuatkan 

pesanan atau produsen) dibuatkan barang yang membutuhkan proses tertentu 

sehingga tidak bisa langsung diterima oleh pemesan. Sedangkan bahan baku 

berasal dari pihak kedua sebagai orang yang membuat pesanan. 

Adapun sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an atau firman 

Allah dalam surah Al-Baqarah : 282 : 

نَكُمْ   ۗ   وَلْيَكْتُبْ ب َّي ْ ۗ  ى اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُبُ وْهُ  ۗ  ا اِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ اِل   ۗ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ ا مَنُ وْ  ي  

ۗ   وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْوِ  وُ فَ لْيَكْتُبْ  ۗ   وَلََ يأَْبَ كَاتِبٌ انَْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَوُ اللّ  ۗ   باِلْعَدْلِ  كَاتِبٌ 

فًا اوَْ   هًا اوَْ  ضَعِي ْ ۗ   فاَِنْ  كَانَ  الَّذِيْ  عَلَيْوِ  الَْْقُّ  سَفِي ْ اً ۗ   وَلََ  يَ بْخَسْ  مِنْوُ  شَيْ   وَ رَبَّو الَْْقُّ وَلْيَتَّقِ اللّ 

ۗ   فاَِنْ لََّّْ  ۗ   وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ  مِنْ  رِّجَالِكُمْ  ۗ   باِلْعَدْلِ  لَّ  ىُوَ  فَ لْيُمْلِلْ  وَليُِّو لََ  يَسْتَطِيْعُ  انَْ  يُُِّّ

ىهُمَا  رَ اِحْد  ىهُمَا فَ تُذكَِّ اءِ انَْ تَضِلَّ اِحْد  يَكُوْناَ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَّامْراَتَ نِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدََۤ

ۗ  ى  راً اِل   راً اوَْ كَبِي ْ ۗ  ا اَنْ تَكْتُبُ وْهُ صَغِي ْ ۗ   وَلََ تَسْ  مَُوْ  اءُ اِذَا مَا دُعُوْا  ۗ   وَلََ يأَْبَ الشُّهَدََۤ الَُْخْر ى

ۗ   انَْ  تَكُوْنَ  تَِِارةًَ   ۗ  ا اِلََّ  ۗ   اَلََّ  تَ رْتاَبُ وْ  وِ  وَاقَْ وَمُ  للِشَّهَادَةِ  وَادَْن   لِ كُمْ  اقَْسَطُ  عِنْدَ  اللّ  ۗ   ذ    ۗ اَجَلِو
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ۗ   وَلََ  ۗ  ا اِذَا تَ بَايَ عْتُمْ  ۗ   وَاَشْهِدُوْ  نَكُمْ  فَ لَيْسَ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحٌ  اَلََّ  تَكْتُبُ وْىَا حَاضِرةًَ  تدُِيْ رُوْنَ هَا بَ ي ْ

ۗ   وَيُ عَلِّمُكُمُ   وَ   ۗ   وَات َّقُوا اللّ  ۗ   بِكُمْ   ۗ   فُسُوْقٌ  ۗ   وَاِنْ تَ فْعَلُوْا فاَِنَّو يُضَاَۤرَّ كَاتِبٌ وَّلََ شَهِيْدٌ ە

وُ  بِكُلِّ  شَيْءٍ  عَ لِيْمٌ  ۗ   وَاللّ  وُ    اللّ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan 

hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 

pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 

jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. 

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu. ( QS. Al-Baqarah 282). 

Ayat di atas merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT. Bagi 

hamba-hamba-Nya yang beriman, Jika mereka melakukan muamalah secara 

tidak tunai, Hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga 

jumlah dan batas wakktu muamalah tersebut. 
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Di lihat dari sisi Hukum Ekonomi Syariah akad di atas dikenal sebagai 

akad jual beli istishna‟. lafal Istishna' berasal dari kata shana'ah (صنع) yang 

artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi 

Istishna' (استصناع) yang  berarti meminta dibuatkan sesuatu5. Istishna' (استصناع) 

adalah bentuk ism mashdar berasal kata dasar istishna‟a-yastasni‟u yang 

artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya 6 . Akad 

Istishna‟ merupakan transaksi jual beli terhadap suatu barang dalam 

tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksi akad ini 

yakni barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang 

tersebut. Sedangkan menurtu Fiqih Muamalah, Istishna‟ merupakan jual beli 

barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.7 

Rumah merupakan salah satu aset yang mungkin paling mahal yang 

dapat dimiliki oleh seorang manusia selama hidupnya. Usaha untuk memiliki 

rumah seringkali merupakan upaya paling berat terutama bagi masyarakat 

yang hidup di perkotaan karena semakin mahalnya harga tanah dan rumah. 

Untuk mengatasi hambatan ini, skema kredit atau KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah) sering menjadi pilihan banyak masyarakat. Di saat ekonomi yang 

kurang bergairah, kenaikan harga rumah dan tanah tersebut tidak selalu 

                                                           
5
 Hariman Surya Siregar, M.Ag & Koko Khoerudin, M.Pd.I, Fiqih Muamalah (Teori dan 

Implementasi), (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), H.147. 
6
 Reonika Puspita Sari, “Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam”, Jurnal 

Al-Jntaj Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 7, No 2 (September 2021), hal. 194 
7
 Mardani, Fiqh Muamalah, (Jakarta: kencana, 2012), H.124. 
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diiringi dengan kenaikan pendapatan sehingga semakin banyak masyarakat 

yang kesulitan untuk memiliki rumah.8 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan 

KPR melibatkan pihak pengembang, pihak bank, dan konsumen itu sendiri 

yang harus melakukan perjanjian sebelum dilaksanakannya KPR. Tetapi pada 

zaman sekarang ini banyak pihak pengembang yang memiliki ambisi untuk 

meraih keuntungan lebih dengan tidak melibatkan pihak perbankan dalam 

pelaksanaan kegiatan KPR dengan konsumen. Developer merupakan pihak 

yang membangun dan mengembangkan KPR yang kemudian akan dicicil 

secara bertahap oleh konsumen. 

Setiap pembiayaan atau kredit memiliki resiko yang cukup tinggi untuk 

terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dinyatakan dalam perjanjian apabila 

tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban masing-masing pihak atau salah satu 

pihak yang melakukan perjanjian. Tidak sedikit debitur (nasabah) tidak 

melakukan apa yang dijanjikan, atau melanggar perjanjian yang dinyatakan 

wanprestasi, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh 

dilakukan seperti: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 

melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, 

melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan yang terakhir adalah 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  

Tidak hanya (nasabah) saja yang dapat melakukan wanprestasi, pihak 

kreditur (developer) juga bisa melakukan wanprestasi. Dimana pihak 

                                                           
8
 Egi Arvian Firmansyah & Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank: 

Studi Di Jawa Barat”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan. Tahun 10. No. 3, (Desember 2017), 

h224 
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devloper biasanya tidak melakukan kewajibannya. Seiring berkembangnya 

pembiayaan KPR sering menyisakan kekecewaan bagi para nasabah. keluhan 

lain yang berhubungan dengan masalah properti adalah keluhan dari para 

nasabah terhadap pengembang perumahan yang menginkari janji-janji yang 

diberikan pada saat promosi produk. Keluhanan minimnva prasarana 

perumahan hingga kualitas produk perumahan yang mengecewakan. 

Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di PT Bengkulu Islami 

Sejahtera, terjadi perselisihan antara konsumen di Perumahan Harapan 

Sejahtera. Perselisihan tersebut terjadi pada Perumahan bersubsidi, konsumen 

merasa bahwa pertanggung jawaban dari pihak pengembang usaha tidak 

dilakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga konsumen merasa 

dirugikan oleh pihak pengembang perumahan (developer).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul tentang “Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara 

Developer Dengan Konsumen Berdasarkan Akad Istishna’dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sengketa akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ antara developer 

dengan konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antara 

developer dengan konsumen. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ 

antara developer dengan konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis,  

a. Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

fiqh muamalah mengenai Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi 

Antara Developer Dengan Konsumen Berdasarkan Akad Istishna‟ 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

b. Memberikan penjelasan secara mendalam terhadap Penyelesaian 

Sengketa Yang Terjadi Antara Developer Dengan Konsumen 

Berdasarkan Akad Istishna‟ Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta 

pemahaman menegenai Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara 

Developer Dengan Konsumen Berdasarkan Akad Istishna‟ Dalam 

Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, 

referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang jual beli pesanan serta bagaimana penyelesaian 

sengketanya. 

c. Bagi Developer, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip islam salah 

satunya melakukan kegiatan pesanan dengan akad Istishna‟ serta 

dapat membantu mengatasi beberapa sengketa yang di alami dalam 

perusahaan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang telaah dilakukan oleh orang lain yaitu :  

Skripsi Shofri Ilham tahun 2019 yang berjudul “Bai‟ al-Istishna‟ 

Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh 

Muamalah”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bawah bai‟ al-istishna‟ 

miniatur tabuik di kota Pariaman Sumatera barat ada beberapa pelaksanaan 

yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah atau hukum islam itu sendiri, seperti 

keterlambatan dalam penyelesaian barang, keterlambatan dalam pembayaran, 
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perubahan harga setelah transaksi atau akad berlangsung, dan pemesan tidak 

mengambil barang pesanan.  

Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana  

penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah.9 

Skripsi Fasichatul Ulva tahun 2021 yang berjudul “Tinjuan Hukum Islam 

Terhadap Akad Ba‟i Istishna‟ Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik 

Jual Beli Mebel”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan 

akad istishna dalam jual beli mebel yaitu pertama, pembeli akan memilih 

jenis yang diinginkan, kedua, setelah memilih jenis kayu maka pembeli akan 

memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang dengan 

spesifikasi sesuai dengan keinginan dari pembeli, ketiga, pembeli melakukan 

negosiasi mengenai pembayarannya apakah ingin membayar secara tunai atau 

cicilan, keempat, setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli 

maka tercapailah sebuah kesepakatan, dan penjual akan membuat suatu 

produk barang tersebut sesuai dengan kesepakatan baik mengenai spesifikasi. 

Kasus wanprestasi yang terjadi di toko mebel Mandiri Sukses, yaitu pertama 

terlambatnya pembayaran yang dilakukan pembeli karena membayar pesanan 

tidak tepat waktu yang telah disepakati, pembatalan pemesanan yang 

dilakukan oleh pembeli karena kelalaian dari pihak toko mebel mandiri 

sukses yang pesanannya tidak sesuai dari pesanan pembeli dan pihak 

pemesan berubah pikiran atas pesanannya. Tinjauan hukum Islam terhadap 

                                                           
9
 Skripsi Shofri Ilham, Bai‟ Al-Istishna‟ Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat 

Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah, (Riau: UIN Suska,2019). 
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akad ba‟i istishna‟ yang terdapat wanprestasi jual beli mebel. Pembatalan 

akad secara sepihak oleh pemesan (shani‟) yang pernah terjadi di toko mebel 

Mandiri Sukses merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad 

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun pembatalan akad 

dilakukan ketika barang telah jadi hal ini dapat dibenarkan karena pembeli 

(pemesan) memilki hak khiyar sehingga ia dapat memilih meneruskan atau 

membatalkan akad jual beli apabila pesanannya tidak sesuai dengan yang 

dikerjakan oleh pembuat. 10  

Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana 

penyelesaian sengketa akad istishna antara devoloper dengan konsumen 

persepektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Skripsi Tri Suci Puspito Nagri tahun 2018 yang berjudul “Analisis 

Perlindungan Konsumen Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Serang”. Dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa nasabah memiliki posisi yang lemah, 

dimana nasabah harus tunduk dengan akad yang dibuat oleh bank karena 

kebutuhan dan ketidak seimbangan posisi. Akad pembiayaan yang dibuat 

oleh bank merupakan akad yang sudah baku yang terkadang merugikan 

nasabah dengan tidak dicantumkannya hak-hak nasabah dalam akad 

perjanjian. Sebagai kesimpulan, BTN Syariah masih belum memperhatikan 

dan belum memberikan jaminan terhadap hak-hak nasabah, karena klausula 

                                                           
10

 Skripsi Fasichatul Ulva, Tinjuan Hukum Islam Terhadap Akad Ba‟i Istishna‟ Yang 

Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel, (Semarang: UIN Walisongo ,2021). 
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yang diterapkan bersifat baku yang hanya mencantumka kewajiban nasabah 

saja dan tidak mencantumkan klausul tentang hak-hak nasabah. 11 

Perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang penyelesaian sengketa 

akad istishna antara devoloper dengan konsumen persepektif hukum ekonomi 

syariah.. 

Dari hasil penelusuran tersebut, penulis tidak menemukan penelitian 

yang sama dengan penelitian penulis. Oleh sebab itu, penulis hendak meneliti 

tentang Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Developer Dengan 

Konsumen Berdasarkan Akad Istishna‟dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field Research) yaitu peelitian di mana penelitian 

langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu 

fenomena dalam keadaan ilmiah.12 
 Objek yang diteliti yaitu Bagaimana 

Sengketa akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen dan 

Bagaimana penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ antara developer 

dengan konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normative empiris. Penelitian normative atau doktrinal adalah penelitian 

                                                           
11

 Skripsi Tri Suci Puspito Nagri, Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Serang, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah ,2018). 
12

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitati, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h.26 
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berdasarkan norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus 

diwujudkan (ius constituendum), maupun norma yang telah terwujud 

sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas 

(ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian 

empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku 

atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara actual dan potensial 

akan terpola.13 

Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normative adalah 

ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian hukum yang 

terjadi sebagai objek penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Yang 

Terjadi Antara Developer Dengan Konsumen 

Alasan peneliti menggunnakan metode pendekatan kualitatif, karena 

peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi 

langsung dengan objek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan 

masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari 

wawancara yang dilakukan 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian. 

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian 

dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal 

lokasi penelitian ini bertempat di Perumahan Harapan Sejahtera, 

Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. 

Penelitian ini dimulai pada Bulan Juli hingga Bulan Januari 2023. dimana 

                                                           
13

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h.33 
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peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan infomasi yang 

didapatkan.  

3. Subjek (Informan Penelitian) 

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria 

tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan 

representatif tentunya. Purposive sampling digunakan karena adanya 

pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan 

berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan 

pada suatu tujuan. 14  Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan 

penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal hal dan ciri-ciri apa 

saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka 

dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang 

pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang 

ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi 

tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel 

Pengembang Perumahan yaitu PT Bengkulu Islami Sejahtera dan 

konsumen di Perumahan Harapan Sejahtera, Kelurahan Kandang Mas, 

Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.  

 

 

 

                                                           
14

A Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 2012), 

Cetakanke-3, h. 34 
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4. Sumber data 

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka 

pengumpulan data dikelompokan kedalam dua jenis data yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang 

yang didapatkan langsng dari sumber data lapangan yaitu data 

1) Developer (pengembang) PT Bengkulu Islami Sejahtera. 

2) Konsumen Perumahan Harapan Sejahtera, Kelurahan Kandang 

Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu 

b. Data sekunder 

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data 

yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang 

sebenernya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang 

diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku (yang berkenaan 

degan Ba‟I Istishna‟), makalah, hasil penelitian, artikel dan 

dokumen-dokumen. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara 

lisan kepada responden.15 Penulis mengadakan tanya jawab secarà 

lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan 

menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun 

yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini adalah developer 

pengembang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT Bengkulu Islami 

Sejahtera dan Konsumen Perumahan Harapan Sejahtera, Kelurahan 

Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. 

b. Observasi 

Observasi (Pengamatan) Observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-

fenomena yang diteliti. 16  Observasi dapat juga diartikan sebagai 

kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat 

dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Metode 

observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga 

berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang 

dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui 

atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini 

adalah pastisipan sebagai periset yaitu observer (periset) adalah 

orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan 

                                                           
15

 Sugiyono, Memahami Peenelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2014) h.32 
16

Sutrisno Hadi, Metode Reseach jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.151 
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pengamatan terhadap kelompok itu. 17  Dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi di developer dan Warga Perumahan Harapan 

Sejahtera, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, 

Kota Bengkulu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-

referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. 

Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, 

dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-

lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, 

menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus 

permasalahaan penelitian. 

6. Analisis Data 

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokan menurut 

pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua 

pertanyaan telah terjawab.  

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik 

kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa 

data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau 

kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

                                                           
17

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: 

Pranada Media,2014),h 112-113. 



18 
 

 
 

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah 

memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian 

disimpulkan secara dedukatif yang menarik kesimpulan dari pernyataan 

yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. 

7. Sistimatika Penulisan 

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, 

metode penelitian dan sistimatika penulisan 

BAB II : Akad Istishna‟ Dalam Ekonomi Syariah yang meliputi 

Pengertian Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Ekonomi 

Syariah, Pengertian Akad Istishna‟, Dasar Hukum Akad 

Istishna‟, Rukun dan Syarat Akad Istishna‟ 

BAB III : Sengketa Dalam Akad Istishna‟ di Bengkulu, yang bersikan 

Nama Developer, lokasi Developer, produk dan jasa yang 

disediakan oleh developer, dan Struktur developer. 

BAB IV : Hasil penelitian mengenai Bagaimana Sengketa akad Istishna‟ 

antara developer dengan konsumen dan Bagaimana 

penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan 

konsumen perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

AKAD ISTISHNA’ DALAM EKONOMI SYARIAH 

1. Pengertian Ekonomi Syariah 

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “iqtisad” 

yang berasal dari akar kata Qasd yang mempunyai magna dasar sederhana, 

hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “iqtisad”mempunyai 

magna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur 

digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.
 18 

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan 

yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.19 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan Agama Islam dan 

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun 

Islam, pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan 

permasalanpermasalan ekonomi dengan cara yang Islami, yang dimaksud 

dengan cara-cara Islami adalah cara-cara yang berdasarkan atas ajaran agama 

Islam yaitu Al Qur‟an dan Sunnah Nabi.20 

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu 

mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber 
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 Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana 

Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19. 
19

 Muhammad, Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Bpte, 2005) , h. 162 
20

 Tim Penyusun, Produk-Produk Investasi Bank Islam , Teori Dan Praktik, Cet. III,(Kairo: 

Pakeis-Icmi Orsatro, 2005), h. 17 



 

 
 

daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, 

Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu 

masyarakat Islam dengan mengikuti Al Qur‟an, Hadist, Ijma‟ dan Qiyas.21 

Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam menurut 

M.A. Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut 

Muhammad Abdullah abdullah al-'Arabi, Pengertian Ekonomi Syariah atau 

Pengertian Ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi 

yang disimpulkan dari alquran dan sunnah, dimana merupakan bangunan 

perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap 

lingkungan dan masa.22 

Menurut Zainuddin Ali mengemukakan bahwa pengertian Ekonomi 

Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum 

yang bersumber dari al-Quran dan hadist yang mengatur perekonomian umat 

manusia. 23
 Sedangkan menurut Mardani, Pengertian ekonomi syariah atau 

pengertian ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum 

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.24 

Dari pengertian ekonomi syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah sistem 
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ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Quran dan 

hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. 

Disamping itu, istilah ekonomi syari‟ah atau perekonomian syari‟ah hanya 

dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal 

dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-Islami) dan 

sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics„ ilm ai-iqtishad 

al-Islami).  

Ekonomi atau ilmu Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu 

ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan 

tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai 

agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama 

sejak negaranegara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan 

politik sekularisasi. Pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai 

atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang 

digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (profane, mundane).  

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap 

tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi 

barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi 

ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat 

dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan 

ketentuan halal-haram.25 
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Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro 

dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi 

masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan 

yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang 

tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan 

pada aspek profesionalisme dan kompentensi dari pelaksana.26 

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 

per orang, Kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial 

dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Menurut Muhammad Abdullah 

al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum 

ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan merupakan 

bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar 

tersebut sesuai tiap linkungan dan masa.27
 Menurut Zainuddin Ali, ekonomi 

syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut M.A. Manan, 

ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.  

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi 

syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang 

transcendental (al-Qur‟an dan as-Sunnah/al-Hadist) dan sumber interpretasi 

dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Hukum-hukum yang diambil dari 
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sumber nash al-Qur‟an dan al-Hadist yang merupakan nash qath‟i itu secara 

konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana 

pun), tetapi dalam hal yang berhubungan dengan nash yang bersifat zhanni, 

itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan.28 

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah 

Bila diperhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi Hukum Ekonomi 

syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi 

sebagai berikut: ba‟i, akad-akad jual-beli, syirkah, mudharabah, murabahah, 

muzara'ah, dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, 

wadi‟ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta‟min, obligasi, 

syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank 

Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening Koran 

syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akutansi syariah. Bila kita 

perhatikan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 

1989 tentang peradilan agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup 

ekonomi syariah meliputi: bank syariah, reksadana syariah, obligasi syariah 

dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 

pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis 

syariah.  

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi 

syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem 

ekonomi syariah, di antaranya: 
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1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangak norma moral Islam (QS. 

AlBaqarah ayat 2 dan 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Mumuah ayat 10). 

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial berdasarkan keadilan dan 

persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujurat ayat 13, al-Maidah ayat 8, 

asy-syu‟araa ayat 183). 

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. 

Al-An‟am ayat 165, an-Nahl ayat 71, az-Zukhruf ayat 32). 

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial 

(QS. Ar-Ra‟du ayat 36, Luqman ayat 22). 

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, 

memiliki nilai-nilai yang berfokus kepada „amar ma‟ruf dan nahi mungkar 

(memerintahkan/ mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang). 

Karena itu, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai 

berikut :29 

1. Ekonomi ilahiyah (ketuhanan)  

Ekonomi ilahiyah mengandung arti manusia diciptakan oleh allah 

untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah, dan dalam mencari 

kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) 

dengan tujuan utama mendapatkan ridha Allah 

2. Ekonomi akhlak 

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan 

akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. 
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Dengan demikian seorang muslim tidak mengerjakan apa saja yang 

diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain 

3. Ekonomi Kemanusiaan  

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti allah memberikan predikat 

„khalifah‟ hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan 

perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui 

peranannya sebagai „khalifah‟ manusia wajib beramal, bekerja keras, 

berkreasi, dan berinovasi.  

4. Ekonomi Keseimbangan  

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak 

individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang 

adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, 

perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang 

moderat tidak menzhalimi masyarakat, khususnya kaum lemah 

sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. 

Di samping itu, Islam juga tidak menzhalimi hak individu sebagaimana 

yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan 

masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem 

ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam 

segala hak kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri sering kali tidak 

menyadari hal tersebut. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri 



 

 
 

sudah banyak negara yang mulai mendalami dan mempraktikkan sistem 

perekonomian yang berbasis syariah.30 

C. Pengertian Akad Istishna‟ 

Istishna adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika 

ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang 

akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat 

terjadi transaksi. 

lafal Istishna' berasal dari kata shana'ah (صنع) yang artinya membuat 

sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi Istishna' (استصناع) 31 .  

Iistishna‟ berarti meminta membuat sesuatu 32 . Secara terminologis adalah 

transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan 

untuk mengerjakannya 33 . Objek Transaksinya adalah barang yang harus 

dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.  

Dalam istilah para fuqaha, istishna‟ didefinisikan sebagai akad meminta 

seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau 

dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk 

membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut 

merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam 

istishna‟ bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal 
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dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad ijaroh (sewa) bukan 

istishna‟. 

Menurut fatwa DSN-MUI NO 06 Tahun 2000 Tentang Istishna‟, 

istishna‟ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani‟); 

Menurut Ascarya istishna‟ adalah memesan kepada perusahaan untuk 

memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. 

Kontrak istishnamenciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk 

memproduksi barang pesanan pembeli, sebelum perusahaan memproduksinya 

setiap pihak berhak membatalkan kontrak dengan memberitahukan 

sebelumnya kepada pihak yang lain.  

Menurut Al-Hakim asy-syahid al-Marwazi, ash-Shafar, Muhammad bin 

Salamah dan pengarang kitab al-mantsuur yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili. 

berpendapat bahwa akad istishna‟ adalah janji. Akad ini berubah menjadi 

akad bay‟ (jual beli) dengan saling penyerahan barang dan harga ketika 

barang yang dipesan selesai dibuat. Oleh karena itu pengrajin boleh saja tidak 

mengerjakan pesanan dan ia pun tidak dapat diapaksa untuk mengerjakannya. 

Menurut mazhab Hanafi akad istishna‟ adalah akad jual beli terhadap barang 

pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan janji atau 

akad ijarah atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang 

tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya 



 

 
 

akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut 

adalah  dibenarkan.  

Abu Said al-Barada‟i mengatakan bahwa objek akad (ma‟quud alaih) 

adalah pekerjaan atau proses pembuatan, karena makna istishna‟ adalah 

meminta pembuatan, sehingga merupakan pekerjaan. Pendapat yang kuat 

dalam ijtihad mazhab hanafi adalah bahwa objek akad adalah barang yang 

dibuat, bukan pekerjaan pembuatannya. 

Transaksi istishna‟ ini hukumnya boleh (jawaz) dan telah dilakukan oleh 

masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang 

mengingkarinya. Menurut Para ulama Hanafiyah jika didasarkan pada qiyas 

dan kaidah umum, maka akad istishna‟ tidak boleh dilakukan, karena akad ini 

megandung jual beli barang yang tidak ada (bay ma‟duum) seperti akad 

salam. Namun demikian, Para ulama tersebut membolehkan akad istishna‟ 

berdasarkan dalil istihsan‟ yang ditunjukan dengan kebiasaan masyarakat 

melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, 

sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. 

Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha kontemporer bai‟ al-istishna‟ 

adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari‟ah karena itu memang jual 

beli biasa dan si penjual akan mengadakan barang tersebut pada saat 

penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan 

kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan 

ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut. 

 



 

 
 

D. Dasar Hukum Akad Istishna‟ 

Mengingat bai‟ istishna‟ merupakan lanjutan dari bai‟ salam maka secara 

umum landasan hukum yang berlaku pada bai‟ salam juga berlaku pada bai‟ 

istishna‟ 

Adapun sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an atau firman 

Allah dalam surah Al-Baqarah : 282 : 

نَكُمْ   ۗ   وَلْيَكْتُبْ ب َّي ْ ۗ  ى اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُبُ وْهُ  ۗ  ا اِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ اِل   ۗ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ ا مَنُ وْ  ي  

ۗ   وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْوِ  وُ فَ لْيَكْتُبْ  ۗ   وَلََ يأَْبَ كَاتِبٌ انَْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَوُ اللّ  ۗ   باِلْعَدْلِ  كَاتِبٌ 

فًا اوَْ   هًا اوَْ  ضَعِي ْ ۗ   فاَِنْ  كَانَ  الَّذِيْ  عَلَيْوِ  الَْْقُّ  سَفِي ْ اً ۗ   وَلََ  يَ بْخَسْ  مِنْوُ  شَيْ   وَ رَبَّو الَْْقُّ وَلْيَتَّقِ اللّ 

ۗ   فاَِنْ لََّّْ  ۗ   وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ  مِنْ  رِّجَالِكُمْ  ۗ   باِلْعَدْلِ  لَّ  ىُوَ  فَ لْيُمْلِلْ  وَليُِّو لََ  يَسْتَطِيْعُ  انَْ  يُُِّّ

ىهُمَا  رَ اِحْ د  ىهُمَا فَ تُذكَِّ اءِ انَْ تَضِلَّ اِحْد  يَكُوْناَ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَّامْراَتَ نِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدََۤ

ۗ  ى  راً اِل   راً اوَْ كَبِي ْ ۗ  ا اَنْ تَكْتُبُ وْهُ صَغِي ْ ۗ   وَلََ تَسْ  مَُوْ  اءُ اِذَا مَا دُعُوْا  ۗ   وَلََ يأَْبَ الشُّهَدََۤ الَُْخْر ى

ۗ   انَْ  تَكُوْنَ  تَِِارةًَ   ۗ  ا اِلََّ  ۗ   اَلََّ  تَ رْتاَبُ وْ  وِ  وَاقَْ وَمُ  للِشَّهَادَةِ  وَادَْن   لِكُمْ  اقَْسَطُ  عِنْدَ  اللّ  ۗ   ذ    ۗ اَجَلِو

ۗ   وَلََ  ۗ  ا اِذَا تَ بَايَ عْتُمْ  ۗ   وَاَشْهِدُوْ  نَكُمْ  فَ لَيْسَ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحٌ  اَلََّ  تَكْتُبُ وْىَا حَاضِرةًَ  تدُِيْ رُوْنَ هَا بَ ي ْ

ۗ   وَيُ عَلِّمُكُمُ   وَ   ۗ   وَات َّقُوا اللّ  ۗ   بِكُمْ   ۗ   فُسُوْقٌ  ۗ   وَاِنْ تَ فْعَلُوْا فاَِنَّو يُضَاَۤرَّ كَاتِبٌ وَّلََ شَهِيْدٌ ە

وُ  بِكُلِّ  شَيْءٍ  عَ لِيْمٌ  ۗ   وَاللّ  وُ    اللّ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan 

hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 



 

 
 

pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 

jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. 

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu. ( Al-Baqarah 282). 

Ayat di atas merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT. Bagi 

hamba-hamba-Nya yang beriman, Jika mereka melakukan muamalah secara 

tidak tunai, Hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga 

jumlah dan batas wakktu muamalah tersebut 

Ulama yang membolehkan transaksi berpendapat bahwa istishna‟ 

disyari‟atkan berdasarkan Sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wa salam bahwa 

beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam 

Al-Bukhari: 

هُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اصْطنََعَ خَا تََاً مِنْ ذَىَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَن ْ

وُ فَ قَالَ فَكَانَ يََْعَلُ فَصَّوُ فِ باَطِنِ كَفِّوِ إِذَا لبَِسَوُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثَُُّ إِنَّوُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبََِ فَ نَ زَعَ 



 

 
 

وِ لََ ألَْبَسُوُ أبَدًَا فَ نَبَذَ إِنِِّّ كُنْتُ ألَْبَسُ ىَذَا الْْاَتَََ وَأَجْعَلُ فَصَّوُ مِنْ دَاخِلٍ فَ رَمَى بوِِ ثَُُّ قاَلَ وَاللَّ 

 النَّاسُ خَوَاتيِمَهُمْ 

“Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya 

dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. 

Orung-orang pun membuat cincin. Kemudian beliuu duduk di atas 

mimbar, melepas cincininya, dan bersabda, "Sesungguhnya aku tadinya 

inemakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin di bagian dalam 

telapak tangan. » Kemudian bellau membuang cincinnya dan bersabda; 

"Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Kemudian 

orang-orang pur membuang cincin mereka." (Riwayat al-Bukhari).” 

Dalam an-Nihaya fi Gharibil-Hadits disebutkan  

خَاتََاً مِنْ ذَىَبٍ اصْطنََعَ الرَّسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam minta dibuatkan cincin dari 

emas” 

Ibnu al-Atsir menyatakan bawa maksudnya beliau memerintahkan 

dibuatkan cincin untuknya. 

Al-Kaisani dalam kitab Bada'i‟ ash-Shana „i‟ menyatakan bahwa 

istishna' telah berlaku secara ijma' sejak zaman Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah 

mempraktekkan transaksi seperti ini karena memang ia sangat dibutuhkan.34 
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E. Rukun dan Syarat Akad Istishna‟ 

1. Rukun Akad Istishna‟ 

Rukun Istishna‟ menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan 

tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun Istishna‟ ada tiga, 

yaitu: 

a. Pihak yang berakad 

1) Pembeli atau pemesan (mustashni‟), yaitu pihak yang 

membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan. 

2) Penjual (shani‟), yaitu pihak yang memproduksikan barang 

pesanan. 

b. Objek akad 

1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (mashnu‟). 

2) Harga atau modal (Tsaman). 

c. Akad atau shigat 

1) Serah (ijab), yaitu lafaz dari pihak pembeli atau pemesan yang 

meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk 

membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu. 

2) Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima 

pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta 

kewajibannya.
35

 

2. Syarat Akad Istishna‟ 

Sedangkan syarat-syarat Istishna‟ adalah sebagai berikut: 
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a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan 

melakukan jual beli. 

b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. 

c. Produsen (shani‟) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk 

membuat atau mengadakan barang pesanan. 

d. Mashnu‟ (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, 

seperti jenis ukuran, (tipe), mutu dan jumlahnya. 

e. Barang (mashnu‟) tidak termasuk kategori yang dilarang syara‟ 

(najis,, haram, asmara atau tidak jelas) atau menimbulkan 

kemudharatan (menimbulkan maksiat), sedangkan waktu 

penyerahannya sesuai dengan kesepakatan.
36

 

f. Harga barang, harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

F. Penyelesaian Sengketa 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal 

adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution 

(ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute 

Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian 

sengketa secara litigasi di pengadilan.  

1. Arbitrase  
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa 

arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan 

untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang 

sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara 

negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama 

ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. 

2. Negosiasi 

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. bahwa negosiasi ialah 

proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain 

melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk 

mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.  

3. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak 

ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, 

dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan 

aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar 



 

 
 

menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian 

sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang 

bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para 

pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak 

dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk 

tercapainya mufakat. 

4. Konsiliasi  

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi 

yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan 

menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, 

solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang 

terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang 

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak 

ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut 

konsiliasi.  

5. Penilaian ahli  

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak 

dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang 

sedang terjadi.  

6. Pencari fakta (fact finding)  

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas 



 

 
 

para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan 

atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk 

persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.
37
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BAB III 

SENGKETA DALAM AKAD ISTISHNA’ DI BENGKULU 

A. Profil Developer Bengkulu 

1. PT Bengkulu Islami Sejahtera 

PT. Bengkulu Islami Sejahtera didirikan di Bengkulu pada 25 Mei 

2016. Dengan Akta Pendirian Peseroan Terbatas di terbitkan melalui 

Notaris Susanti, SH., M.Kn. 

Nama Perusahan : PT. Bengkulu Islami Sejahtera 

Alamat : Jalan Sumatera 1, RT 1, RW 03, Kel 

Sukamerindu, Kec Sungai Serut, Kota 

Bengkulu 

2. PT Pondok Nauli Estet 

PT. Pondok Nauli Estet didirikan di Bengkulu pada 25 Juni 2021. 

Dengan Akta Pendirian Peseroan Terbatas di terbitkan melalui Notaris 

Susanti, SH., M.Kn. 

Nama Perusahan : PT. Pondok Nauli Estet 

Alamat : Perum. Kemiling Permai M4 NO, 617. RT 

21, RW 06, Kel Pekan Sabtu, Kec Selebar, 

Kota Bengkulu 

3. PT Barbaran Putra Nauli 

PT. Barbaran Putra Nauli didirikan di Bengkulu pada 25 Mei 2016. 

Dengan Akta Pendirian Peseroan Terbatas di terbitkan melalui Notaris 

Susanti, SH., M.Kn. 

Nama Perusahan : PT. Barbaran Putra Nauli 



 

 
 

Alamat : Jalan Terinal Regional NO 08, Kel Pekan 

Sabtu, Kec Selebar, Kota Bengkulu 

4. PT Nur Alamjaya Semesta 

Nama Perusahan : PT. Nur Alamjaya Semesta 

Alamat : Jalan Merawan NO 34, Sawah Lebar Baru, 

Kec Ratu Agung, Kota Bengkulu  

 

B. Sengketa dalam akad Istishna‟ di Bengkulu 

Risiko dalam akad istishna' yaitu: 

1. Pembiayaan tidak lancar yaitu pembeli/klien telah menunggak 

pembayaran selama 2 (dua) bulan dan tidak ada informasi sebelumnya. 

2. Pembiayaan diragukan yaitu pembeli/klien telah menunggak pembayaran 

selama 4(empat) bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. 

3. Pembiayaan macet yaitu pembeli/klien telah menunggak pembayaran 

selama 6 (enam) bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.  

Risiko pembayaran pada akad istishna' memang sering terjadi, tetapi 

sebagai lembaga intermediasi perbankan syari'ah tidak hanya terfokus pada 

risiko pembayaran saja melainkan banyak lagi risiko dalam pembiayaan 

istishna' diataranya; 

1. Kepemilikan bahan 

Akad istishna' merupakan akad jual beli pesanan, berarti barang 

dipesan dahulu kemudian proses pembuatan. Pihak perbankan syari'ah 

bukanlah pemilik bahan dalam akad istishna', kepemilikan bahan adalah 

pemanafaktur guna memproduksi asset. 



 

 
 

2. Risiko Penyerahan 

Pihak perbankan tentu tidak mampu menyelesaikan proses 

manufaktur barang seperti yang telah dijadwalkan karena keterlambatan 

penyerahan barang jadi oleh sub kontraktor dalam istishna' parallel. 

3. Jual beli tidak diperbolehkan sebelum penyerahan 

Jual beli barang istishna' tidak diperbolehkan sebelum mengambil 

kepemilikan fisik.  Hal ini dapat menimbulkan ke risiko asset, harga, dan 

pemasaran. 

4. Risiko kualitas 

Perbankan mendapatkan penyerahan barang dari pihak produsen 

dengan kualitas inferior, sehingga dapat mempengaruhi kontrak (akad) 

awal. 

Secara garis besar, sengketa yang terjadi pada Developer perumahan 

mencakup tiga hal besar;  

1. permasalahan yang muncul pra transaksi. Permasalah ini mencakup 

informasi yang tidak jujur dari pengembang (developer), informasi tidak 

lengkap atau iming-iming iklan yang menyesatkan.  

2. Permasalahan transaksi. Tak jarang ketika dalam proses transaksi, 

konsumen dibebani biaya tambahan yang sebelumnya tidak muncul 

dalam pra transaksi. 

3. permasalahan yang muncul setelah terjadinya transaksi (pasca transaksi). 

Permasalahan di fase ini biasanya paling banyak. Mulai dari 

pembangunan tak berijin, sertifikat bermasalah, tak ada fasilitas sosial 



 

 
 

dan fasilitas umum, sampai pembangunan rumah tidak terealisasi oleh 

pengembang. 

Banyak para pengembang sebetulnya baru memegang izin prinsip untuk 

membangun perumahan. Sedangkan status penguasaan tanah oleh 

pengembang baik secara fisik maupun yuridis, acapkali belum memiliki 

kejelasan. Demikian juga terhadap ijin mendirikan bangunan (IMB) yang 

tidak terinformasi kepada konsumen, yang dikemudian hari akhirnya 

menimbulkan permasalahan. Demikian juga ketika konsumen telah mampu 

melunasi kredit rumah, namun sulit mendapatkan sertifikat sebagai dokumen 

kepemilikan rumah. 

Realisasi fasilitas yang janjikan seringkali menjadi permasalahan pula 

dikemudian hari. Pengembang tidak menyediakan fasilitas perumahan, seperti 

jalan yang diaspal, listrik, air bersih, pertamanan, masjid, drainase. Dan. 

bahkan area yang sedianya dijadikan fasilitas sosial dan fasilitas umum 

berubah menjadi area bisnis.  

Masalah lain, pembangunan rumah yang tidak terealisasi oleh 

pengembang. Dalam hukum jual beli, salah satu syarat mutlaknya adalah 

adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Di bidang perumahan sudah 

tentu jika terjadi akad kredit atau transaksi jual beli rumah, rumahnya harus 

sudah ada/selesai dibangun. Realitanya, banyak pengembang yang sama 

sekali belum memulai kegiatan membangun, namun telah memasarkan 

perumahan tersebut. Hal ini kerap menimbulkan permasalahan bagi 

konsumen, dengan tidak terealisasinya pembangunan. Alasan pengembang, 



 

 
 

susahnya mendapatkan Ijin (terganjal ijin), kesulitan ekonomi yang dialami 

oleh pengembang sampai dinyatakan pailit. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen 

Setiap individu selalu berkeinginan agar rumah yang dihuninya 

memenuhi standar kesehatan, standar konstruksi, tersedianya fasilitas umum, 

fasilitas sosial dan prasarana lingkungan yang memadai. Rumah berfungsi 

sebagai tempat aktivitas utama manusia. Rumah juga berfungsi sebagai 

tempat tinggal, pelindung dari cuaca, gangguan binatang buas, dan area privat 

bagi manusia. Sebagaiman Surat An-Nahl Ayat 80; 

مِ ب ُ  ۗ  وَٱللَّوُ جَعَلَ لَكُم مِّن يُوتاً تَسْتَخِفُّونَ هَا يَ وْمَ بُ يُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْْنَْ عَ 

عًا إِلََ  حِيٍْ  ۗ  وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرىَِا وَأَشْعَارىَِا ۗ  ظعَْنِكُمْ وَيَ وْمَ إِقاَمَتِكُمْ  أثََ ثاً وَمَتَ   

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat 

tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) 

dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di 

waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya 

pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah 

tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).” 

 

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan 

kebutuhan rumah mengalami peningkatan dan berakibat makin sempitnya 

lahan yang dibangun karenanya harga tanah semakin mahal. Hakikatnya 

kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, dapat dipenuhi dengan 

membuat rumah sendiri secara pribadi bisa juga dengan membeli rumah 

dengan pesanan (Istishna‟) oleh developer perumahan. Masyarakat yang 

sedianya memilih membeli dan memesan rumah melalui pengembang 



 

 
 

perumahan tentunya akan mudah tertarik dengan berbagai cara penawaran 

yang dilakukan developer untuk memasarkan produk-produk perumahannya 

Berbicara mengenai Developer Perumahan, maka tidak lepasnya dari 

Adanya sengketa atau komplain. Sengketa atau komplain dalam penelitian ini 

karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. Pengertian prestasi 

adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan 38
. 

Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum islam sering 

diindentikan para ahli dengan akad39
. Wujud prestasi yang lainnya adalah 

“berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah 

melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan 

sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para 

pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala 

ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi 

prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keadaan yang 

demikian disebut sebagai wanprestasi.40 

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau 

ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh 

dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti 
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prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syaratsyarat 

di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi 

yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam:  

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan;  

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  

Terhadap wanprestasi tersebut, dapat dikenakan atas pihak yang lalai atau 

alpa ada empat macam, yaitu41: 

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 

dinamakan ganti-rugi; 

2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 

3. peralihan resiko; 

4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.  

Pada kredit pemilikan rumah di Perumahan Harapan Sejahtera Sendiri 

berada di Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu selain prestasi 

yang harus dipenuhi oleh pihak developer yaitu penyediaan rumah sesuai 

dengan spesifikasi yang disepakati dengan konsumen terdapat prestasi 

tambahan yang dijanjikan oleh pihak developer sebagai bagian dari fasilitas 

perumahan yaitu : 

1. Menyediakan gapura; 
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2. Menyediakan jalan Aspal; 

3. Menyediakan Masjid; 

4. Menyediakan Lapangan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat. 

5. Drainase  

Prestasi tambahan tersebut yang belum juga dipenuhi oleh pihak 

developer sehingga menjadi penyebab sengketa antara pihak developer dan 

konsumen dalam kredit pemilikan rumah di Perumahan Harapan Sejahtera 

Sendiri berada di Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu. 

Sengketa yang terjadi antara pihak yang melakukan perjanjian biasanya 

terjadi karena wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, oleh sebab itu, 

prestasi harus dipenuhi secara sadar atas inisiatif sendiri oleh para pihak agar 

perjanjian berjalan sesusai rencana. Pada perjanjian ini, nyatanya ada 

kesepakatan dan janji dari pihak developer kepada pihak konsumen untuk 

membuat sarana dan prasarana berupa gapura dan jalan yang disampaikan 

secara lisan seperti yang dikatakan oleh Yusuf Harahap, Warga Perumahan 

Harapan Sejahtera.42 Mengingat perjanjian hanya dibuat secara lisan, tentu 

sangat penting bagi para pihak untuk memahami asas-asas diatas agar 

wanprestasi tidak terjadi sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Selain melakukan wanprestasi dalam perjanjian, pihak developer juga bisa 

terkena masalah terkait perlindungan konsumen. Ada empat jenis perbuatan 

yang dianggap bisa merugikan konsumen, yaitu:43 
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1. Menaikkan harga, hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau 

beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen 

tidak memiliki pilihan lain selain produk tersebut. 

2. Menurunkan mutu, hal ini dapat terjadi apabila pelaku memonopoli suatu 

produk lalu menurunkan kualitas barang dagangannya.  

3. Dumping, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di 

bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah 

dibanding harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk 

menjatuhkan pelaku usaha lain. 

4. Memalsukan produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang 

dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-

olah produk tersebut asli.  

Berdasarkan empat perbuatan merugikan konsumen di atas, peneliti 

menganggap bahwa tindakan yang dilakukan termasuk kedalam menurunkan 

mutu, karena dengan tidak adanya sarana dan prasarana yang dijanjikan maka 

mutu atau kualitas perumahan tersebut turun dan tidak sesuai dengan apa 

yang dijanjikan diawal oleh pihak developer. 

Pada perjanjian lisan ini, nyatanya janji yang dibuat oleh pihak developer 

tidak hanya pada satu konsumen saja melainkan kepada seluruh konsumen 

yang bertempat tinggal di Perumahan Harapan Sejahtera. Hal ini 

menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak developer 

terindikasi sebagai sebuah wanprestasi. Sementara itu pihak developer, Heny 

Hendryani mengatakan bahwa sudah diadakan diskusi-diskusi dengan pihak 



 

 
 

konsumen untuk menemukan jalan keluar permasalahan ini, ia juga tidak 

menyangka bahwa permasalahan ini akan berlanjut, lebih jauh dikatakan 

bahwa untuk memenuhi sarana tersebut mereka terkendala dengan anggaran,  

Timbulnya sengketa antara pihak developer dan konsumen pada 

perjanjian ini terjadi karena adanya wanprestasi dari perjanjian lisan yang 

dilakukan oleh pihak developer. Heny Hendryani, Direktur PT Bengkulu 

Islami Sejahtera yang merupakan pihak developer mengatakan bahwa saat ini 

mereka terkendala oleh masalah anggaran sehingga pembuatan sarana yang 

dijanjikan tidak bisa direalisasikan. lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa 

pembuatan sarana tidak dijanjikan secara tertulis sehingga bisa dimaklumi 

oleh pihak konsumen mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki.44  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pihak developer 

menganggap bahwa perjanjian secara lisan ini tidak memiliki kekuatan 

mengikat sehingga realisasinya bisa saja tidak dilakukan dan dilakukan 

dengan yang lain. Namun dari pihak konsumen mengatakan bahwa mereka 

sangat keberatan dengan solusi yang diambil oleh pihak developer karena 

sarana yang diharapkan yakni gapura, masjid, jalan, lapangan, dan drainase 

gunanya adalah menunjang kegiatan dari para warga di Perumahan 

Perumahan Harapan Sejahtera.  

Selain masalah sarana dan pra-sarana, Masalah lainnya adalah adanya 

komplain terkait fasilitas rumah yaitu adanya dinding rumah yang retak, atap 

yang bocor yang dilakukan oleh pihak developer yang menyebabkan rumah 
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dari 2 orang warga mengalami kerusakan.. Permasalahan ini akhirnya 

diselesaikan oleh pihak developer secara langsung kepada pihak-pihak yang 

dirugikan. 
45

 

Ada juga Masalah pembangunan irigasi dan drainase yang dilakukan oleh 

pihak developer yang menyebabkan rumah dari 3 orang warga mengalami 

kerusakan. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan oleh pihak developer 

secara langsung kepada pihak-pihak yang dirugikan. Supardi salah satu warga 

yang rumahnya mengalami kerusakan mengatakan bahwa saat ini pengerjaan 

perbaikan sedang dilakukan pihak developer dan ia sangat mengapresiasi 

pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh pihak developer.46 

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa penyebab utama 

sengketa berkepanjangan antar konsumen dan developer di Perumahan 

Harapan Sejahtera Sendiri berada di Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota 

Bengkulu saat ini hanya berfokus pada masalah penyediaan sarana berupa 

gapura, masjid, jalan, lapangan, dan drainase yang saat ini tidak disediakan 

oleh pihak developer. Namun pihak konsumen dalam hal ini warga di 

Perumahan Harapan Sejahtera belum sepakat untuk menerima solusi tersebut 

karena menganggap tidak sesuai nilainya dengan fasilitas yang dijanjikan. 
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B. Penyelesaian sengketa Akad Istishna‟ antara developer dengan konsumen 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Sayriah, Pengadilan bukanlah 

merupakan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, namun 

dikenal juga penyelesaian sengketa dengan cara di luar pengadilan (non 

litigasi). Baik sengketa karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan 

hukum, dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan. Uraian 

mengenai kedua jenis proses penyelesaian sengketa tersebut, adalah sebagai 

berikut: 

a. ADR (Alternative Dispute Resolutions)  

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut sebagai 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa” (“APS”) atau “Alternative Dispute 

Resolution” (“ADR”). Penyelesaian sengketa/konflik melalui ADR sudah 

lazim digunakan di negara-negara maju, terutama untuk penyelesaian 

sengketa usaha/bisnis.Ada beberapa bentuk ADR47, yaitu melalui:  

a. Negosiasi; 

b. Mediasi; 

c. Konsiliasi; 

d. Arbitrase.  

Penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut akan efektif dan efisien 

apabila dilaksanakan berdasarkan itikad baik para pihak yang 

bersengketa, yang dilakukan atas dasar sukarela dengan tujuan agar: 

a. Proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat; 
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b. Menekan biaya supaya relative tidak besar; 

c. Dapat ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya. 

Di bawah ini diuraikan tentang beberapa cara penyelesaian sengketa 

melalui ADR tersebut:48 

1) Negosiasi  

Negosiasi ialah suatu perundingan/musyawarah yang dilakukan oleh 

para pihak yang bersengketa atau yang mewakili dengan 

menjalankan suatu proses tawar menawar dalam upaya mencapai 

kesepakatan penyelesaian.Untuk tercapainya tujuan negosiasi 

tersebut, proses Negosiasi dapat dilakukan langsung oleh para pihak 

terkait atau dapat melibatkan peranan negosiator dari masing-masing 

pihak yang berperan sebagai penghubung, penengah dan inisiator. 

Negosiator yang dikirim dalam proses negosiasi ini harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan penyampaian 

argumen yang detail, menguasai dasar sengketa dan transaksi terkait, 

memiliki kemampuan bernegosiasi dan jaringan yang baik, serta 

keterampilan berinteraksi dengan pihak lawan, karena semua faktor 

tersebut sangat mempengaruhi suksesnya Negosiasi.  

2) Mediasi  

Mediasi ialah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan 

melibatkan pihak ketiga atau Mediator sebagai pihak luar yang tidak 

terkait dengan para pihak yang bersengketa, tidak memihak, netral 
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serta dapat bekerja sama.Dalam menjalankan fungsinya, mediator 

tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang 

mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Tugas Mediator 

adalah membantu mencarikan solusi terbaik bagi para pihak yang 

bersengketa. Mengingat fungsi dari Mediator tersebut, maka orang 

yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang luas, menguasai permasalahan dan mempunyai 

integritas yang tinggi. Diikutsertakannya pihak ketiga sebagai 

Mediator ialah untuk meminimalkan terjadinya salah pengertian 

akibat adanya halangan dalam melakukan komunikasi diantara pihak 

yang bersengketa. Selain itu mediator dapat juga befungsi sebagai 

nara sumber bagi para pihak. Dengan menggunakan mediasi sebagai 

media penyelesaian sengketa diharapkan keputusan yang dihasilkan 

dapat merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan serta 

dapat diterima oleh para pihak (win-win solution).Kesulitan dalam 

menggunakan Mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah memilih 

Mediator yang tepat yang dapat bersikap independen dan tidak 

memihak kepada salah satu pihak. 

3) Konsiliasi  

Konsiliasi ialah proses penyelesaian sengketa dengan 

menyerahkannya kepada suatu komisi orang yang bertugas untuk 

menguraikan fakta, membuat usulan untuk penyelesaian, namun 

keputusan yang diambil tidak mengikat.Walaupun menggunakan 



 

 
 

pihak ketiga, Konsiliasi mempunyai perbedaan dengan Mediasi. 

Perbedaannya ialah dalam Konsiliasi pihak ketiga tersebut 

mengajukan usulan kepada para pihak yang bersengketa atas solusi 

yang akan diambil. Apabila usulan tersebut disetujui maka dapat 

ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dan negosiasi. Sama 

seperti halnya dengan proses Mediasi keputusan yang dihasilkan 

melalui proses Konsiliasi adalah keputusan yang dapat diterima oleh 

pihak yang bersengketa dan demikian juga pemilihan Konsiliator 

yang dapat bersikap independen sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya bukanlah merupakan hal yang mudah. 

4) Arbitrase  

Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan cara 

menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ditunjuk 

oleh para pihak yang bersengketa.Dasar hukum Arbitrase adalah 

Undang Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”).  

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya menyuruh 

kita shalat dan puasa saja tetapi juga bermuamalah secara halal (syariah) 

proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menghasilkan  kegiatan 

ekonomi tidak terkecuali dalam masyarakat Islam yang kehidupannya 



 

 
 

dituntun sesuai ajaran Nya walaupun kita lihat perkembangan ekonomi 

islam masih dalam tahap pengembangan.49 

Namun dalam interaksinya terhadap perekonomia islam khususnya 

lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usaha tentunya tidak selalu 

berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun 

telah diatur oleh Undang-Undang, telah diadakan perjanjian antara 

pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada 

iktikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap 

berikutnya ada saja terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini 

menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah. 

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi 

dengan yaitu ṣulḥu (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah 

melakukan ṣulḥu dan tidak ada hasil, pertikaian  masih  berlanjut  maka  

bisa melakukan  penyelesaian  dengan  wilayat  al-qaḍa (kekuasaan 

kehakiman). 

ṣulḥu merupakan  suatu  akad  atau  perjanjian  antara  dua  orang  

atau  lebih  yang tujuannya  untuk  menyelesaikan  perselisihan  di  antara  

mereka. Proses  perdamaian  bisa  dilakukan  apabila  para  pihak  yang  

bersengketa  sepakat  ingin  melakukan  perdamaian.  Kesepakatan antara 
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pihak yang bersengketa berlansung atas dasar keikhlasan, bukan atas  

dasar keterpaksaan (under preasure).50 

Apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara ṣulḥu ini tidak 

menemukan hasil  titik  temu  maka,  maka  para  pihak  yang  

bersengketa  dapat  melakukan  ada  tahapan  berikutnya,  yaitu  jalur  

pengadilan.  Upaya  melalui  jalur  pengadilan  tidak  lain  untuk  

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.  

Dalam hukum Islam, terdapat dua kekuasaan sebagai penegak 

hukum, yang pertama, al-qaḍa yaitu  lembaga  peradilan  yang  memiliki  

otoritas  dalam  menyelesaikan  masalah -masalah  perdata  (madaniyat),  

pidana  (jinayat)  dan  hukum  keluarga  (al-ahwal  asy-syakhshiyah). 

Kedua, al-ḥisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan 

untuk  menyelesaikan  perkara- perkara  yang  ringan  dan  tidak  harus  

diseselesaikan  di  lembaga peradilan.51 

Al-qaḍā  merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan 

Hadis. Al-qaḍā sudah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  SAW  secara  

lansung  mengadili  dan  menghukumi. 52  perkara  yang  muncul  

ditengah-tengah  masyarakat  dengan  hukum  Allah  SWT.  Selain  itu  

Rasulullah  juga  memberikan  keputusan  dalam  beberapa  masalah  

pernikahan,  masalah  harta, dan muamalah serta dalam masalah ḥisbah 

seperti ketika beliau mendapati pedagang di  pasar  mencampur  kurma  
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kering  dengan  yang  basah  dan  juga  masalah  menzalimi mengenai 

penetapan harga. 

Praktik  akad istiṣhnā„ pada  Developer Perumahan  tidak  Semuanya 

sesuai  dengan  perjanjian.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  wanprestasi  

yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak developer maupun pihak 

pemesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah 

adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau 

kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada 

hak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari 

situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan 

oleh pihak lain.53 

Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau 

ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa 

yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu 

pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama 

persis  sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan 

tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.
54

 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang usaha 

(developer) pada Perumahan Harapan Sejahtera, Kandang Mas, 

Kampung Melayu, Kota Bengkulu. pada saat ini diupayakan untuk 

menggunakan cara-cara diluar pengadilan. Pada penyelesaian sengketa 
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ini para pihak memutuskan untuk menggunakan cara negosiasi dengan 

langsung mempertemukan para pihak tanpa menggunakan jasa 

negosiator. Bambang warga Perumahan Perumahan Harapan Sejahtera 

mengatakan saat ini negosiasi rutin dilakukan setidaknya satu minggu 

satu kali di rumahnya dengan mempertemukan pihak pengembang dan 

perwakilan konsumen. Menurutnya, cara negosiasi menjadi cara yang 

paling diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini karena berurusan 

dengan pengadilan dianggap lebih rumit dan memakan waktu bagi para 

pihak. Sengketa yang terjadi pada perjanjian ini dikarenakan adanya 

indikasi wanprestasi yang dilakukan pihak pengembang dalam hal 

penyediaan sarana berupa gafura, jalan, masjid, lapangan, drainase. 

Namun hal ini menjadi rumit ketika perjanjian hanya dilakukan secara 

lisan sehingga beban pembuktian akan lebih sulit mengingat perjanjian 

lisan memiliki kekuatan yang cenderung lebih lemah. Pada perjanjian ini 

pihak pengembang tidak menampik bahwa memang pada awal 

kesepakatan ada rencana pembuatan sarana tersebut namun tidak bisa 

terlaksana mengingat anggaran terbatas yang mereka miliki. Sebagai 

gantinya, pihak developer menawarkan sebidang tanah untuk diberikan 

secara gratis dan bisa dimanfaatkan oleh warga. Namun penawaran ini 

belum mendapatkan titik temu karena pihak konsumen menganggap hal 

ini tidak sesuai baik secara kesepakatan maupun nilai ekonomis dari 

barang pengganti terhadap kesepakatan lisan awal. Pihak pengembang 

juga mengatakan bahwa mereka berharap ada kemakluman yang bisa 



 

 
 

diberikan oleh konsumen mengingat perjanjian ini hanya kontrak lisan 

yang bisa dilakukan atau tidak dilakukan.  

Menurut penulis, perjanjian lisan memang tidak memiliki kekuatan 

mengikat yang kuat karena pembuktian yang cenderung sulit. Namun 

perjanjian lisan juga merupakan perjanjian mengingat secara bentuknya 

perjanjian dibagi menjadi perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Lebih jauh, 

pada pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sah-nya sebuah 

perjanjian yakni: 

1) Sepakat 

2) Kecakapan 

3) Suatu Hal tertentu 

4) Kausa Yang Halal  

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian 

tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, 

suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum 

bagi para pihak yang membuatnya. Faktanya adalah bahwa kesepakatan 

yang terjadi antara kedua pihak memenuhi unsur-unsur tersebut 

sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan telah terjadi. 

Pembuktian pada perjanjian lisan sendiri apabila nanti sengketa naik ke 

pengadilan didasarkan pada keterangan para saksi. Pada sengketa ini 

yang menjadi saksi lebih dari dua orang, apalagi pihak pengembang 

sendiri mengakui telah melakukan perjanjian tertulis sehingga dapat 



 

 
 

dikatakan bahwa posisi pengembang dalam perjanjian ini adalah 

bersalah atau telah melakukan wanprestasi. 

Menurut penulis pada penyelesaiannya tentu saja pihak developer 

harus melakukan pertanggungjawaban dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang telah dijanjikan. dan pihak konsumen juga diharapkan 

bisa bersabar dan menunggu serta tidak terburu-buru dalam melakukan 

penyelesaian lewat pengadilan karena merupakan jalan akhir yang akan 

memakan waktu, rumit, dan bisa memperburuk kondisi hubungan kedua 

belah pihak. Menurut penulis upaya menyelesaikan sengketa melalui 

negosiasi merupakan cara terbaik bagi para pihak, inisiatif pengembang 

untuk mencari jalan keluar sebagai pertanggungjawaban dan kesabaran 

dari pihak konsumen juga diharapkan bisa membantu penyelesaian 

sengketa ini.  

Dengan memilih proses negosiasi, dilakukan oleh beberapa 

konsumen bersama pihak developer. Konsumen yang diwakili oleh 

Bapak Yusuf Harahap
55

 selaku wagra Perumahan Harahap Sejahtera 

kemudian melakukan negosiasi tentang apa yang harus dilakukan oleh 

kedua belah pihak agar sengketa tersebut dapat selesai dengan baik, dan 

terutamanya agar konsumen dapat mendapatkan haknya kembali. 

Fasilitas yang telah diperjanjikan meskipun secara lisan oleh kedua 

belah pihak, merupakan suatu prestasi yang nyatanya tidak dapat 

dipenuhi oleh developer karena alasan tertentu yaitu dana yang tidak 
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mencukupi untuk penambahan fasilitas berupa pembangunan sarana olah 

raga, jalan hotmix, masjid dan sarana lainnya. Dengan mempertemukan 

beberapa konsumen, termasuk Bapak Yusuf Harahap selaku wagra 

Perumahan Harahap Sejahtera dengan developer yang meminta 

developer untuk memberikan ganti rugi lain selain pembangunan 

fasilitas sarana dan prasarana di perumahan Harahap Sejahtera. 

Setelah melakukan negosiasi kemudian kedua belah pihak mencapai 

kesepakatan untuk mengakhiri sengketa asalkan developer bersedia 

untuk mengganti kerugian dalam bentuk lain jika memang developer 

tidak sanggup untuk membangun fasilitas perumahan. Hasil negosiasi 

antara para pihak dalam penelitian ini yaitu pihak developer mengganti 

rugi dan memperbaiki fasiltas dan sarana pada perumahan Harahap 

Sejahtera, sebagai bentuk ganti rugi kepada perumahan harapan 

sejahtera atau perbaikan seperti apa yang diinginkan masyarakat. Warga 

Perumahan harapan sejahtera sebagai konsumen, menyetujui pemberian 

ganti rugi tersebut. Perwakilan dari Warga Perumahan yaitu Bapak 

Yusuf Harapan meminta agar hasil negosiasi tersebut segera 

dilaksanakan hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap pihak developer dan untuk mengantisipasi munculnya 

perselisihan dan masalah yang baru yang akan timbul. Allah Berfirman 

Dalam Surat Ali Imran Ayat 159 

  ۗ  وَشَاوِرْىُمْ فِِ الََْمْرِ 

“…. Dan Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan,..” 



 

 
 

Dalam Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh 

kepada Allah dan Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam 

memutuskan permaslahan. Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian 

sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke 

dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk salah satu strategi 

penyelesaian sengketa, dimana pihk yang bermasalah setuju untuk 

menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, 

perundingan.  

Apabila di antara kedua belah pihak mampu menyelesaikannya 

dengan jalam damai maka itu adalah suatu tindakan yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada 

terjadi suatu perselisihan, sesuai dengan firman Allah dan surat an-nisa‟ 

ayat 128 yang berbunyi: 

رٌ   وَالصُّلْحُ خَي ْ

“…Perdamaian itu lebih Baik” 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

langkah yang diambil oleh para pihak yaitu konsumen dengan developer 

dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara negosiasi 

mendapatkan hasil yang cukup baik bagi para pihak, dengan demikian 

maka tidak perlu dilakukan upaya litigasi dengan membawa sengketa 

tersebut ke Pengadilan karena para pihak telah mencapai kesepakatan 

bersama dalam menyelesaikan sengketa proses Kredit Pemilikan Rumah 

tersebut. Jika dibandikan dengan contoh penyelesaian sengketa 



 

 
 

konsumen pada kasus yang lain dalam penelitian ini maka penyelesaian 

sengketa konsumen yang diakibatkan oleh developer yang melakukan 

wanprestasi lebih mudah penyelesaiannya karena tidak membutuhkan 

waktu yang lama dan biaya yang banyak. Umumnya sengketa yang 

diselesaikan melalui Pengadilan merupakan sengketa yang rumit dan di 

dalamnya terdapat kerugian salah satu pihak dalam jumlah besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang diambil berdasarkan permasalahan yang terjadi 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Sengketa yang terjadi antara konsumen dan pengembang perumahan 

(developer) di Perumahan Harapan Sejahtera, Kandang Mas, Kampung 

Melayu yaitu karena salah satu pihak yaitu developer telah melakukan 

wanprestasi. Wanprestasi tersebut dilakukan terhadap kewajiban yang 

telah diperjanjikan secara lisan oleh pihak developer dengan konsumen 

yaitu dengan berjanji memberikan tambahan fasilitas perumahan berupa 

gapura, masjid, lapangan, drainase dan jalan hotmix akan tetapi karena 

saat ini PT Bengkulu Islami Sejahtera sedang terkendala oleh masalah 

anggaran sehingga pembuatan sarana yang dijanjikan tidak bisa 

direalisasikan. Dengan adanya wanpretasi yang dilakukan oleh pihak 

developer maka konsumen merasa dirugikan karena konsumen tidak 

mendapatkan fasilitas dan tidak dapat menikmati fasilitas tersebut. 

Sehingga konsumen menuntut ganti rugi atas fasilitas tersebut.  

2. Di lihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah Upaya penyelesaian 

sengketa yang terjadi antara developer dilakukan malalui non litigasi. 

Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa lewat cara diluar 

pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan terbagi menjadi 4 cara yaitu 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pada upaya penyelesaian 

sengketa ini kedua belah pihak telah bertemu dan sepakat untuk lebih 



 

 
 

dahulu berupaya mengakhiri sengketa lewat cara negosiasi. Negosiasi 

sendiri dapat dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak secara 

langsung atau dengan bantuan negosiator. Pada upaya ini kedua pihak 

bernegosiasi langsung tanpa bantuan negosiator.  Hasil negoisasi antara 

para pihak developer dan konsumen yaitu pihak warga mengharapkan 

developer segera mengganti  rugi dan memperbaiki fasilitas dan sarana 

pada perumhan Harapan Sejahtera. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

Hukum Ekonomi Syariah yang dimana penyelesaian sengketa yang di 

lakukan oleh developer dengan konsemen melalui negoisasi atau dengan 

cara bermusyawarah.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan 

kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul 

Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Developer Dengan Konsumen 

Berdasarkan Akad Istishna‟ Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, adapun 

saran yang diberikan adalah: 

1. Konsumen yang akan melakukan perjanjian seharusnya dibuat dalam 

bentuk tertulis meskipun perjanjian tersebut sifatnya hanya tambahan 

seperti pembuatan gapura, masjid, lapangan, drainase dan jalan hotmix. 

Karena dengan adanya perjanjian tertulis maka akan mempermudah 

upaya penyelesaian sengketa karena perjanjian yang tertulis tersebut 

dapat menjadi dasar bagi konsumen agar developer memenuhi 

prestasinya. 



 

 
 

2. Setiap developer sebaiknya melakukan kewajibannya sebagai pihak 

pengembang agar konsumen tidak dirugikan, karena konsumen telah 

melakukan pembayaran uang muka dan angsuran kepada developer dan 

developer telah mendapat pelunasan dari Kredit Pemilikan Rumah 

tersebut. 
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